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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia mengalami kondisi darurat narkotika, yang mencerminkan kondisi serius yang sedang dihadapi bangsa ini. Penggunaan dan peredaran narkotika yang terus meningkat bukan hanya mengancam generasi muda, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah memang harus bersikap serius dan tegas dalam mencegah dan memberantas narkotika.
Berbagai modus peredaran gelap narkotika yang semakin canggih dan beragam memang menjadi tantangan besar dalam upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Para pelaku kejahatan narkotika terus berinovasi untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum, bahkan memanfaatkan celah hukum dan teknologi modern.[footnoteRef:1] [1: Dewa Ayu Risma Pranasita, I Nyoman Gede Sugiartha, Kade Richa Mulyawati, “Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Sindikat Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polda Bali)”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 3, (2023), hlm. 271. ] 

Berbagai modus peredaran gelap narkotika di Indonesia membuat aparat penegak hukum semakin sulit melakukan pencegahan, antara lain:[footnoteRef:2] [2: Chandyta Silviani dan Rendi Prayuda, “Analisis Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Di Perbatasan Indonesia-Malaysia (Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun 2017-2022)”, Jurnal of Diplomacy and International Studies, Vol. 1, No. 3, (2023), hlm 41.] 

1. Modus Penyelundupan
· Lewat jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan kecil: Indonesia sebagai negara kepulauan memudahkan penyelundupan lewat “jalur tikus”.
· Lewat jalur udara: Narkotika disembunyikan dalam koper, pakaian, atau bahkan di dalam tubuh (body packing).
· Lewat jalur darat dan pos: Menggunakan jasa ekspedisi, kendaraan pribadi, atau mobil yang telah dimodifikasi.
2. Menyamar dalam Barang Legal
· Narkotika disamarkan sebagai barang konsumsi seperti makanan, minuman, obat-obatan herbal, kosmetik, bahkan mainan anak-anak.
· Seringkali disembunyikan dalam kemasan ganda yang sulit dideteksi tanpa pemeriksaan menyeluruh.
3. Transaksi Online dan Media Sosial
· Penjual dan pembeli narkoba memanfaatkan aplikasi pesan instan (WhatsApp, Telegram) atau media sosial untuk bertransaksi.
· Pembayaran menggunakan rekening pihak ketiga atau mata uang kripto (cryptocurrency), sehingga sulit dilacak.
4. Sistem Tempel (Dead Drop)
· Setelah transaksi disepakati secara online, barang tidak diserahkan langsung, tetapi diletakkan di lokasi tertentu (misalnya di bawah pot, di pagar rumah, atau di tempat umum).
· Pengguna akan diberi informasi lokasi pengambilan setelah transfer selesai.
5. Melibatkan Berbagai Kalangan
· Pelaku peredaran narkotika bisa berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan oknum aparat.
· Bandar besar sering menggunakan “kurir” yang masih anak-anak atau remaja untuk menghindari hukuman berat.

6. Narkotika Sintetis dan NPS (New Psychoactive Substances)
· Munculnya zat-zat psikoaktif baru yang belum tercantum dalam UU Narkotika, membuat aparat kesulitan menjerat pelaku. Contohnya: tembakau gorila, obat PCC, dan narkotika dalam bentuk cair atau permen.
Modus-modus ini membuat pemberantasan semakin kompleks dan butuh strategi yang adaptif. Aparat perlu dilengkapi dengan teknologi canggih, pelatihan khusus, dan koordinasi lintas negara. 
Mengacu pada segi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan narkotika, pengadilan di Indonesia telah banyak memutuskan pidana yang berat sebagai bentuk ketegasan dalam memberantas tindak pidana narkotika. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya yang termasuk dalam kategori pengedar atau bandar.
Sanksi hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pelaku yang terlibat dalam kejahatan narkotika telah menetapkan beberapa pemidanaan, seperti pidana penjara hingga hukuman mati. Pengadilan menjatuhkan berbagai jenis hukuman, mulai dari: 
· Pidana penjara seumur hidup
· Pidana penjara dalam waktu lama (minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun atau seumur hidup)j
· Hukuman mati (terutama untuk pengedar dalam jumlah besar atau bagian dari jaringan internasional)
Contoh Pasal yang sering digunakan dalam peredaran narkotika yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimal Rp10 miliar.”
Berdasarkan beberapa jenis pidana yang dijelaskan di atas, hakimlah yang menentukan jenis pidana dan lamanya hukuman yang harus dijalani oleh pelaku sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Majelis hakim akan membuat pertimbangan dalam memutuskan pidananya berdasarkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa, antara lain:[footnoteRef:3] [3: Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, Salsabila Nur Sahara D, “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia”, Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 3, (2024), hlm. 283.] 

1. Jumlah narkotika yang diperdagangkan.
2. Peran pelaku (pengedar kecil, kurir, atau bandar besar).
3. Keterlibatan jaringan internasional.
4. Dampak sosial dari peredaran narkotika.
5. Tidak adanya rasa penyesalan.
Pada praktiknya, banyak kasus perdagangan narkotika menggunakan jasa perantara dalam mendistribusikan narkotikanya. Tentunya penjual tidak mau berhubungan langsung dengan pembeli yang rentan dengan penyamaran oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya perantara membuat posisi bandar atau penjual sedikit lebih aman dalam melakukan transaksi. Perantara pada umumnya mengetahui resiko hukum atas perbuatannya tersebut, namun karena tergoda dengan adanya bayaran dari penjual membuat perantara menjadi nekat.
Pemidanaan terhadap perantara penjualan narkotika mengacu pada penerapan hukum terhadap orang yang bertindak sebagai perantara dalam transaksi narkotika, seperti diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Perantara dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan perannya dalam tindak pidana, dengan pertimbangan jenis narkotika, jumlah, serta tingkat keterlibatannya. Hukuman yang diberikan bervariasi, termasuk pidana penjara dan denda yang tinggi, tergantung pada ketentuan undang-undang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.
Penjatuhan hukuman pidana bagi perantara dalam jual beli narkotika dilakukan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika agar menjadi efek jera bagi para perantara jual beli narkotika. Penjatuhan pidana terhadap perantara jual beli narkotika tentu harus memperhatikan nilai-nilai dalam penegakan hukum seperti nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang harus diwujudkan dan perlu mendapat perhatian serius dari para pelaksana hukum yakni nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.[footnoteRef:4] Nilai keadilan dalam penjatuhan pidana bagi perantara jual beli narkotika dapat diartikan bahwa penjatuhan pidana bagi perantara jual beli narkotika harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh perantara jual beli narkotika. Nilai kepastian hukum dalam penjatuhan pidana terhadap perantara jual beli narkotika dapat diartikan bahwa penjatuhan pidana terhadap perantara jual beli narkotika harus memiliki dasar hukum yang jelas. Sedangkan nilai kemanfaatan dalam penjatuha pidana terhadap perantara jual beli narkotika dapat diartikan bahwa penjatuhan pidana tersebut memiliki efek jera bagi perantara jual beli narkotika dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat dengan tidak terulanginya perbuatan mengedarkan narkotika di masyatakat. [4: Moh. Kholilul Rokhim dan Nurbaedah, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Perantara Dalam Transaksi Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN KDR Dan Putusan Perkara Nomor 25/Pid.Sus/2023/PN KDR)”, Jurnal Mizan, Vol. 14, No. 1, (2025), hlm. 26.] 

Salah satu yang menjadikan perhatian peneliti dalam penjatuhan pidana mati terhadap perantara jual beli narkotika yaitu dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn. Dalam putusan tersebut, terdakwa atas nama Muhammad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Mati.
Diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Fauzi dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Negeri Medan, di mana Terdakwa diketahui menjadi perantara jual beli 1 buah goni warna coklat yang di dalamnya terdapat 15 bungkus plastik teh cina warna gold merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 15.000 gram netto, 14 bungkus plastik teh cina warna hijau merek Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 14.000 gram netto, 1 buah tas warna Hitam bertuliskan Paris di dalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan 10.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna Merah dengan berat keseluruhan seberat 4.070 gram netto, 1 buah tas warna Coklat bertuliskan Paris di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan 5.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna Merah dengan berat keseluruhan seberat 2.025 gram netto dan 1 bungkus plastik bening berisikan 5.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna Kuning dengan berat keseluruhan seberat 1.920 gram netto, 1 buah tas warna Biru bertuliskan Paris di dalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan 10.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna Kuning dengan berat keseluruhan seberat 3.868 gram netto, 1 buah tas warna Biru bertuliskan Paris di dalamnya terdapat 2 bungkus plastik bening berisikan 9.000 butir narkotika jenis pil ekstasi warna Biru merek Kenzo dengan berat keseluruhan seberat 3.475 gram netto.
Dalam penelitian ini, Penulis tertarik mengangkat permasalahan perantara dalam jual beli narkotika. Perantara narkotika memiliki peranan yang sangat penting dalam peredaran narkotika, yang dimana narkotika tersebut tidak akan sampai kepada si pembeli jika tidak adanya perantara narkotika yang bertugas untuk mengantarkannya. Peranan sebagai perantara narkotika ini tidak lagi memandang usia. Pada umumnya yang menjadi perantara narkotika hanyalah orang dewasa saja, tetapi untuk mengelabui pihak berwajib, anak-anak pun tak luput juga diikutsertakan oleh para pengedar narkotika untuk memudahkan mereka dalam mendistribusikan narkotika secara luas dan terselubung.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn. di atas, penulis beranggapan sangat penting menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana perantara jual beli narkotika, sebab penelitian yang sebelumnya lebih cenderung membahas penyelesaian permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan pengguna, pengedar dan produsen narkotika. Analisis penerapan hukum ini akan mengkaji apakah benar penerapan hukum yang dilakukan hakim dalam pertimbangannya dan penjatuhan hukuman pidana penjara kepada terdakwa.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peran dan Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Perantara dalam Kasus Jual Beli Narkotika Berpenerapan Pidana Mati (Analisis Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn? 
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam kasus narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
3. Apa saja tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perantara jual beli narkotika yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui peran pelaku perantara dalam proses peredaran dan penjualan narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum yang diberikan kepada pelaku perantara dalam kasus narkotika berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perantara jual beli narkotika yang dijatuhi pidana mati berdasarkan putusan nomor 355/Pid.Sus/2025/PN Mdn.
D. Manfaat  Penelitian
Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai peran dan pertanggungjawaban hukum perantara dalam kasus narkotika, serta penerapan pidana mati sebagai sanksi hukuman, serta menambah literatur dan referensi hukum terkait penegakan hukum terhadap perantara narkotika, sehingga dapat memperkuat konsep dan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan pertanggungjawaban hukum perantara, sehingga proses penegakan hukum dan penjatuhan pidana dapat dilakukan secara lebih tepat dan adil, memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam penyusunan atau revisi regulasi hukum terkait hukuman pidana mati dan pertanggungjawaban terhadap perantara narkotika.
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